Menimbang

Mengingat

BUPATI HALMAHERA BARAT

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 akan berakhir, sehingga diperlukan
langkah untuk menjamin ketepatan waktu dan kualitas
perencanaan pembangunan periode selanjutnya, melalui
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan
penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat perlu
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
sebagai pedoman dalam menentukan agenda pembangunan,
arah kebijakan dan sasaran untuk mewujudkan Indonesia
Emas Tahun 2045;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2045;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Daerah Tingkat II
Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80
Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera
Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera
Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara R.I. Nomor 426;
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286});

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4700);
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6856);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6856);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara R.I. Nomor 6801});

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor 81});
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025-2045.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

@ &

10.

Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN
adalah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 {dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun
2025 sampai dengan Tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021
sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang selanjutnya disebut
RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten
Halmahera Barat, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan
Nasional.

BABII
KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh)
tahun yang menjabarkan gambaran umum dan kondisi daerah, permasalahan dan isu
strategis, visi dan misi daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok dengan
mempertimbangkan RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RTRW Provinsi.
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Pasal 3

Tujuan RPJPD meliputi :

1. Sebagai pedoman untuk menetapkan agenda pembangunan, arah kebijakan dan
sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah tahun 2025-2045.

2. Sebagai dasar dalam menentukan prioritas program RPJMD Kabupaten Halmahera
Barat.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 4
Sistematika RPJPD sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

BABIII  : MASALAH DAN ISU STRATEGIS

BAB IV  : VISI DAN MISI DAERAH

BABV : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
BABV : PENUTUP

I -N eI O

Pasal 5

Uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BABV
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan
undangan,;



-6-

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan terjadi perubahan yang mendasar, dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mencakup terjadinya bencana alam, kondisi politik, krisis ekonomi, konflik sosial
budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan
nasional.

(3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2005-2025,
dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah
ini.

(2) Hal-hal yang berkaitan dengan target dan indikator yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah ini bersifat asumtif, sehingga apabila terjadi perubahan terhadap
target tersebut, maka perubahan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJPD untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD
Kabupaten Halmahera Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2005-2025,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo P
Pada Tanggal 12 Septemiber 2025

Pejabat Paraf
Sekretaris Daerah 0\%
Ass. Bid. Adm. Umum
Kepala BP3D / P g
Kabag Hukum & Orgs W

[ YAMES UANG
Diundangkan di Jailolo
Pada Tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

JULIUS MARAU

Nomor Register Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Nomor : 3 / 2025
Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 Nomor 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat

Jason K. Lalomo, S.H., LL.M
Peynbina Tk. I IV/b
Nip. 19730128 200604 1 009




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025-2045

L UMUM

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang
mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan,
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan
daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti
yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut
adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan
pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top-Down Planning. Adapun
secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-
tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan
Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan
dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan
berikutnya yaitu integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu
proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan
daerah. Selanjutnya pendekatan spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi
keruangan dalam perencanaan.

Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun
2025-2045 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan
pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana
diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu,
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4 juga
disebutkan, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.



II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025
NOMOR 3



